





2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada sub bab ini menjelaskan terkait studi penelitian terdahulu, berisikan 
tentang hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dampak-dampak dari 
aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pemberdayaan Masyarakat, 
khususnya masyarakat nelayan yang terkena dampak dari pencemaran limbah. 
Penelitian terdahulu pada sub ini juga menjadi acuan sekaligus pembeda serta 
motivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian yang sama terkait dengan 
pencemaran limbah industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang terletak di 
wilayah pesisir. 
Penelitian terdahulu pada sub bab ini akan menjelaskan bagaimana proses dan 
dampak-dampak dari pembangunan serta aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) yang merugikan sebagian nelayan secara sosial maupun ekonomi serta 
pemberdayaan-pemberdayaan yang dilakukan pemerintah maupun instansi terkait 
dalam menunjang dan memberikan solusi kepada para nelayan yang terkena dari 
dampak pembangunan dan aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 
Berikut ini table taksonomi jurnal yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu 
dan menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian lain terkait dengan dampak-
dampak pencemaran limbah pembangunan dan aktivitas Pembangkit Listrik 





Tabel 2. 1 
Penelitian Terdahulu terkait Dampak Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 





























Permasalahan pada jurnal 
ini ditemukan adanya 
kerusakan hutan 
mangrove, padang lamun, 
terumbu karang, 
pencemaran limbah 
industry dan kualitas 
sumber daya manusia serta 
tingkat kesejahteraan yang 
masih rendah. 
Program PDPT masih 
belum optimal disebabkan 
kurang mengedepankan 
peningkatan kualitas SDM 
karena belum bisa mandiri 
dan proses pembinaan 
masih memiliki 
ketergantungan dengan 
tenaga pendamping, tim 










Jurnal ini menggunakan 
teori dari Apridar yang 
menjelaskan terkait 
posisi pemda sebatas 
koordinator, sumber 









lokal, kedua  
perlindungan terhadap 
hak-hak masyarakat 
lokal dari kepentigan 
lain dan yang ketiga 
pemberdayaan berbasis 
nilai lokal. 
Jurnal Nixson Rauven 
Sitompul menjelaskan terkait 
Pemberdayaan masyarakat 
melalui program PDPT dan 
menggunakan teori Aprider 
Sedangkan dalam penelitian 
ini menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 










Raden Gideon D. 
Soeprodjo Joorie 













bantuan kepada nelayan, 
namun masih mengalami 
kesulitan dalam 
menggunakan bantuan, 
nelayan belum mampu 
menerapkan bantuan yang 
diberikan pemerintah 
lewat pelatihan dan 
seminar. sebagian 
masyarakat tidak mau 
merubah pola pikir, serta 







seminar serta memberikan 
bantuan kepada nelayan 
dengan alat tangkap yang 
ramah lingkungan, seperti 
jaring tarik pantai, bantuan 
motor tempel, kapal 
penangkap ikan 5 GT 







Jurnal ini menggunakan 
teroi Winarni yang 




potensi atau daya 
(empowering), dan 
kemandirian. 
Jurnal Raden Gideon D. 
Soeprodjo Joorie M. Ruru 
Very Y. Londa menjelaskan 
tentang pemeberdayaan yang 
menggunakan teori dari 
Winarni dengan memberikan 
bantuan kepada nelayan oleh 
pemerintah daerah berupa 
fasilitas penunjang kebutuhan 
nelayan. 
Sedangkan dalam penelitian 
ini menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 








namun nelayan tidak 
menerapkan teknologi 
yang diberikan 
dikarenakan sumber daya 
manusia yang rendah 

























Kondisi sarana dan 
prasarana yang dimiliki 
masyarakat masih kurang 
memadai serta kurang 
mendukung usaha hasil 
tangkapan, dikarenakan 
biaya distribusi yang 
sangat tinggi, sementara 
fasilitas seperti pabrik es 
tempat penyimpanan ikan 
masih minim. 
Pembagian alat-alatnya 
tidak menentu dan hanya 
diprioritaskan yang 
memiliki Ktp nelayan 
maupun berhubungan 
pribadi. 
Dalam proses penyadaran 













Randy R. Wrihatnolo 
(2007) yang 
mengemukan tiga (3) 
tahapan pemberdayaan; 
1) Penyadaran,  
2) Pengkapasitasan. 
3) Pendayaan. 
Jurnal Fini Kandati, 
Michael Mantiri, 
Donald Monintja Londa 
menjelaskan tentang 
pemeberdayaan yang 
menggunakan teori dari Riant 
Nugroho Dwidjowijoto dan 
Randy R. Wrihatnolo dengan 
memberikan bantuan kepada 
nelayan oleh pemerintah 
daerah berupa fasilitas 
penunjang kebutuhan 
nelayan. 
Dalam alam penelitian ini jug 
menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 








keadaan nelayan, nelayan 
sudah mampu membuat 
proposal dan mendapat 
hasilnya seperti pencairan 
dana dari pemerintah 
berupa alat/barang 
walaupun rata-rata semua 








kepada nelayan terkait 
pembuatan alat tangkap 
gill net dan mendapatkan 
pengetahuan serta skill 
tentang cara pembuatan 





Jurnal dan penelitian ini 
memiliki kesamaan dalam 
penggunaan teori Riant 
Nugroho, yang membedakan 
terletak pada latar belakang 
permasalahan, jurnal ini 
membahas tentang kurangnya 
sarana dan prasarana 
sedangkan penelitian ini 
membahas tentang kerusakan 
lingkungan yang disebabkan 
oleh limbah dari pembangkit 
listrik tenaga uap yang 









































dalam menggunakan alat 





Program Usaha Mina 
Perdesaan (PUMP) sudah 
terealisasi dengan baik. 
Sarana dan prasarana yang 
sudah ada dan lengkap 
menjadikan masyarakat 
ketergantungan dan malas 
untuk maju, untuk itu 
pemda selalu melibatkan 
nelayan untuk menentukan 
program kedepan sesuai 




fasilitas yang ada.  
pendekatan 
kualitatif. 
(Tidak ada keterangan) dari Implementasi Kebijakan 
dan pemberdayaan nelayan 
dengan memberikan bantuan 
kepada nelayan oleh 
pemerintah daerah berupa 
fasilitas penunjang kebutuhan 
nelayan. 
Sedangkan dalam penelitian 
ini menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 











Batang berdampak buruk 
pada aspek lingkungan, 







Jurnal Rahma Alifia 
Pramanik, Eko Priyo 
Purnomo, dan Aulia Nur 





















permasalahan bagi nelayan 
karena menurunkan hasil 
tangkapan ikan karena 
kelangkaan sumber daya 
laut akibat tercemar 
limbah pembangunan 













pembangunan PLTU Batang 
dan dampak terhadap 
perekonomian masyarakat. 
Sedangkan dalam penelitian 
ini menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 

















berdampak pada bangunan 
rumah menjadi retak, 
udara panas dan kotor. 
Keberadaan PLTU secara 
tidak langsung membuka 
lapangan kerja, masyarakat 
yang tidak bekerja di 
PLTU membuka usaha 
dengan cara menjual pulsa, 








atau konsep structural 
fungsional dengan 
analogi Comte yang 
mengatakan bahwa 
masyarakat seperti 
organisme hidup yang 
mendapatkan 
kebenarannya meskipun 
dalam kondisi sosial 
Jurnal Triyanto 
menjelaskan tentang dampak-
dampak ekonomi dan budaya 
yang dihasilkan dari 
pembangunan PLTU dengan 
menggunakan teori structural 
fungsional. 
Sedangkan dalam penelitian 










air gallon danmenjual 
kebutuhan pekerja. 
Keberadaan PLTU tidak 
mempengaruhi kondisi 
sosial budaya dalam 
keimanan dan aktivitas 
peribadatan maupun 




budaya hubungan antar 
struktur tidak terlalu 
tampak ada. 























ditimbulkan dari adanya 
pembangunan PLTU 
diantarnya; 





pekerjaan dan membuka 
usaha, 
Dampak organisasional 
berupa bantuan kepada 














model evaluasi bebas 
tujuan Michael Scriven 
yang terdiri dari tida 
(3)  indikator 
diantaranya; 
Pertama pengaruh  
sampingan negative 
yang tidak diinginkan, 
kedua pengaruh positif 
sesuai tujuan dan 
ketiga sampingan 
positif siluar program. 
Jurnal Bayu Aji Prakoso, 
Dewi Rostyaningsi, 
Sundarso, Aufarul Marom 
menjelaskan tentang dampak-
dampak yang ditimbulkan 
dari pembangunan PLTU 
dengan menggunakan model 
evaluasi bebas tujuan, yang 
dikemukakan oleh Michael 
Scriven. 
Sedangkan dalam penelitian 
ini menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 










Dampak lembaga dan 
sistem sosial berupa 
Kerjasama dengan 
Lembaga Desa Tubanan 
dan dampak 
penyimpangan sosial 
seperti balap liar di akses 
jalan PLTU, oknum 
menjual minuman alcohol 



























pembuatan gula semut dan 
keripik kulit ikan serta 




komunikasi masih kurang 
mendukung sehingga 
pemberdayaan masyarakat 
pesisir belum cukup 






















Jurnal I Gusti Ayu Yogi 
Iswari, Luh Indrayani, Kadek 
Rai Suwena menjelaskan 
tentang pemberdayaan 
masyarakat pesisir melalui 
pembudidaya ikan air tawar  
Gula Semut dan Keripik Kulit 
Ikan dengan menggunakan 
prinsip-prinsip pemberdyaan 
Asmana dan Suuryadiputra. 
Sedangkan dalam penelitian 
ini menggunakan teori Riant 
Nugroho tentang 
pemberdayaan masyarakat 









2.2 Kajian Teoritis 
2.2.1 Dampak Aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 
Dampak-dampak yang diakibatkan pembangunan dan aktivitas Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) menurut Prabandi (2018) berbeda bagi setiap individu 
dalam segi perekonomian diantanyaya terbukanya lapangan pekerjaan dan 
terciptannya peluang-peluang usaha bagi warga yang berptempat tinggal disekitar 
wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta adanya peningkatan pasokan 
listrik sehingga harga listrik relative lebih murah. Lain halnya dengan kasus petani 
yang mengalami kehilangan lahan garapannya karena pembebasan lahan yang 
diperuntukan pembangunan PLTU dan nelayan yang mengalami penurunan hasil 
penangkapan ikan akibat keruskan ekosistem yang menyebabkan penurunan biota 
laut. 
Masyhudi (2018) mengatakan bahwa pembangunan Pembangit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU) memberikan dampak buruk terhadap kondisi alam akibat batu 
bara yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik. hal tersebut berdampak 
pada sumber emisi atau polutan yang mencapai 10%-15% polusi di Indonesia. 
Pemerintah dituntut untuk menanggulangi dampak-dampak yang disebabkan oleh 
aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dirasakan masyarakat 
hingga saat ini (Pramanik, Purnomo, and Kasiwi 2020). 
Sebagian lahan yang telah termakan pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU) telah mempengaruhi pembatasan titik penangkapan ikan dan 
biota laut lainnya sehingga nelayan mengalami penurunan penangkapan dan 
berdampak pada penurunan pendapatan, nelayan merasakan kerugian dikarenakan 
berkurangnya jumlah ikan dan udang rebon di titik atau wilayah tertentu yang biasa 
nelayan tentukan untutk mencari sumber daya laut tersebut. Selain memperngaruhi 
ekosistem, menurut Indriani (2018), alat tangkap ikan rentan mengalami kerusakan 
yang disebabkan limbah dredging yang membawa lumpur berpasir yang seringkali 
tidak dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejauh 12 mil dari bibir pantai 




Dalam proses pembangunan PLTU tentu saja menuai pro dan kontra dan 
memiliki dampak positif serta dampak negatif bagi masyarakat yang bertempat 
tinggal dekat dengan wilayah PLTU, masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai 
nelayan pun sedikit demi sedikit mengalami perubahan akibat adanya aktivitas 
pembangkit atau jaringan listrik tersebut. Tidak hanya nelayan yang mata 
pencahariannya terganggu, masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga 
merasakan dampak akibat pembangunan PLTU berupa kehilangan lahan 
garapannya, walaupun para petani mendapatkan ganti rugi lahan yang lumayan 
besar dari proses penggusuran lahan tersebut. Berikut beberapa dampak yang 
ditimbulkan diantaranya adalah dampak individu, dampak organisasional, dampak 
masyarakat serta lembaga dan sistem sosial (Prakoso et al. 2016). 
Tabel 2. 2 
Dampak Positif dan Negatif Aktivitas PLTU 
Dampak PLTU Dampak Positif Dampak Negatif 








karena kebisingan mesin 
yang beroperasi, polusi 
udara dan pencemaran 
limbah. 
Dampak Terhadap  
Organisasional 
Mendapatkan bantuan 
dari perusahaan sehingga 
organisasi dapat berjalan 
dan 
bertahan dan menjalin 
hubungan harmonis 
dengan pihak PLTU. 
Ketidakmerataan 
bantuan membuat antar 
organisasi saling 












SDM lokal dan bantuan 
kegiatan keagamaan 
serta hubungan yang 
harmonis dengan PLTU. 
Dilihat dari dampak 
lingkungan hidup, cuaca 
menjadi semakin panas, 
intensitas hujan yang 
semakin sedikit, ruang 
terbuka hijau yang 
semakin berkurang dan 
keadaan laut yang mulai 







banyak warga yang 
bekerja di PLTU 
dibagian lapangan, SDM 
yang masih kalah 
dengan non pribumi, dan 
masih banyak lagi warga 
sekitar PLTU yang tidak 
dipekerjakan 
Dampak Terhadap  





nelayan, pertanian dan 
keolahragaan. 
 
Kegiatan bakti sosial 
Keresahan masyarakat 
seperti pemuda yang 
melakukan balap liar 
karena jalan akses dan 
jalan sekitar PLTU sepi, 
halus, lebar, dan 
beberapa jalan tidak 
dijaga dan dibiarkan 
begitu saja. 
Beberapa pemuda juga 
berpesta miras dan 
muncul oknum mucikari 
dan PSK serta oknum 






2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan lahir sebagai konsep dan bagian dari perkembangan alam 
pikiran serta kebudayaan masyarakat barat, terutama di benua eropa. Konsep 
permberdayaan muncul pada dekade 70 yang berkembang sampai sekarang dan 
kemunculannya hampier bersamaan dengan aliran-aliran eksistensialisme, 
phenomenology serta personalisme. Konsep pemberdayaan dipandang sebagai 
bagian dari aliran-aliran paruh abad 20 yang kita kenal dengan aliran post-
modernisme (Widayanti 2012). 
Menurut Suharto dalam (Mulyawan 2016) mendefinisikan pemberdayaan 
menjadi dua bagian, bagian pertama pemberdayaan sebagai proses, dimana 




kekuasaan atau keberdayaan kelompok atau individu lemah yang mengalami 
kemiskinan didalam lapisan masyarakat. Bagian kedua pemberdayaan sebagai 
tujuan, dikatakan sebagai tujuan karena pemberdayaan menunjuk kepada keadaan 
dan hasil yang hendak dicapai dikarenakan adanya perubahan sosial yaitu 
masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu fisik, ekonomi ataupun 
sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu mengemukakan pendapat atau 
aspirasi, mempunyai pekerjaan, ikut berpartisipasi di kegiatan sosial, dan mandiri 
dalam melakukan tugas serta memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Suparjan & Suyatno dalam (Mulyawan 2016) juga menyatakan 
pemberdayaan yang dimaksud adalah; 
“Model pemberdayaan alternatif pada hakikatnya bahwa terjadinya 
kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan bukan karena masyarakatnya 
yang bodoh dan tidak memiliki kemampuan, tetapi ketidakberdayaan terjadi 
akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan-tekanan structural, 
hal tersebut disebabkan model pembangunan pertumbuhan yang 
mengabaikan hak-hak kemanusiaan.” 
 
Pemeberdayaan masyarakat menurut Friedmann dalam Wrihatnolo dan Riant 
mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan muncul sebagai konsep alternatif 
atau solusi lain dari pembangunan yang menekaknkan otonomi pengambilan 
kebijakan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya, 
partisipatif, dan demokratis serta pembelajaran sosial menurut pengalaman secara 
langsung. Konsep pemberdayaannya sekaligus memiliki konteks yang berpihak 
pada lapisan masyarakat dilapisan yang paling bawah. Konsep pemberdayaan 
mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan 
communitybased development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), 
kemudian community-driven development yang diartikan sebagai pembangunan 
yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan 
masyarakat. (Wrihatlono and Dwidjowijoto 2007). 
Penelitian ini menggunakan teori atau konsep pemberdayaan dari Randy R. 
Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowijoto yang menjelaskan bahwa 




pemberian kekuasaan, dalam hal ini Power bukan sekedar bermakna Daya semata 
tetapi mencakup kekuasaan, sehingga Daya yang dimaksud bermakna mampu atau 
mempunyai kuasa. Pemberdayaan merupakan sebuah proses menjadi dan bukan 
proses yang instan (Wrihatlono and Dwidjowijoto 2007). Proses pemberdayaan 
memiliki tiga tahapan, tahapan yang pertama penyadaran, kedua pengkapasitasan 
dan yang ketiga pendayaan (Mulyawan 2016); 
1. Tahapan penyadaran, pada tahapan ini masyarakat sebagai target yang ingin 
diberdayakan diberikan pencerahan dalam bentuk penyadaran atau pembinaan 
tentang hak-hak mereka untuk mempunyai sesuatu dan diberikan penjelasan 
bahwa pemberdayaan berasal dari individu masing-masing atau masyarakat 
sendiri serta diberikan pemahaman terkait hak untuk menjadi mampu dan 
memotivasi masyarakat supaya keluar dari zona kemiskinan. 
2. Tahapan pengkapasitasan, tahapan ini bertujuan untuk memampukan 
masyarakat supaya memiliki keterampilan atau keahlian. Pada tahapan ini 
masyarakat diberikan kegiatan pelatihan-pelatihan, loka karya dan kegiatan yang 
sejenis untuk meningkatkan keterampilan atau keahlian, kemudian diberikan 
akses supaya hasil dari tahapan pengkapasitasan bisa dipraktikan secara 
langsung. 
3. Tahapan pendayaan, tahapan dimana masyarakat diberikan daya, peran, peluang, 
kekuasaan, atau otoritas sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki dari hasil 
pengkapasitasan. Masyarakat dilibatkan atau ikut berpartisipasi dan 
berkelanjutan serta diberikan akomodasi aspirasi dan dipandu untuk melakukan 
evaluasi diri dari hasil pelaksanaannya. 
Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy mengandung tiga 
pengertian makna, yang pertama Enabling yang berarti terciptanya iklim yang 
mampu mendorong berkembangnya potensi-potensi masyarakat yang bertujuan 
supaya masyarakat mampu untuk mandiri dan berwawasan bisnis. Kedua 
Empowering yang berarti potensi yang dimiliki masyarakat untuk lebih diperkuat 
dengan meningkatkan skill dan manajerial, dan yang ketiga Maintaining, yaitu 
kegiatan pemberdayaan harus bersifat protektif atau perlu ada perlindungan supaya  




Adapun strategi-strategi dalam pemberdayaan masyarakat menurut Prijono 
(1996:73) dalam (Mulyawan 2016) sebagai berikut; 
1. Pemerataan kesempatan, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan 
dengan persamaan aksesibilitas dan keadilan serta tidak membeda-bedakan 
dalam memperoleh kesempatan. 
2. Relevansi, kebutuhan tidak dapat selamanya berjalan satu sama lain yang dapat 
menimbulkan perbedaan kepentingan, perbedaan tersebut membuat strukut, isi 
dan program yang padat serta dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan 
kepentingan yang ada. 
3. Kualitas, kualitas proses dan kualitas produk sangat berpengaruh dalam proses 
pemberdayaan, untuk itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam 
perberdayaan harus dimiliki sebagai penunjangnya. 
4. Pengkoordinasian kegiatan, kerjasama dan hubungan kerja dalam pemberdayaan 
yang dicapai dapat memaksimalkan hasil pemberdayaan. 
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana 
dalam pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan sebagai penunjang dan supaya 
tidak menuai hambatan. 
Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (Mulyawan 2016) 
menjelaskan ada tiga jurusan yang harus dilakukan; Pertama, menciptakan suasana 
yang mendukung potensi masyarakat, tolak ukurnya oalah pengenalan setiap 
individu dan masyarakat memiliki potensi yang mampu untuk dikembangkan. 
Pemberdayaan dalam upaya membangun dengan mendorong, memotivasi dan 
membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki serta mengusahakan 
untuk mengambangkannya. 
Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dengan langkah-
langkah yang positif dan nyata seperti penyediaan berbagai masukan, pembukaan 
akses peluang kepada masyarakat. Upaya dalam langkah ini yang menjadi urgensi 
adalah peningkatan taraf  pendidikan, teknologi, informasi, lapangan kerja dan 
pasar serta sarana prasarana dasar yang dapat diakses masyarakat pada lapisan 




pendanaan, pelatihan, pemasaran dan lain sebagainya di perdesaan, karena 
perdesaan didominasi masyarakat yang keberdayaannya sangat kurang. 
Ketiga, memberdayaakan mengandung arti melindungi, proses 
pemberdayaan harus mencegah dari yang lemah menjadi bertamabah lemah karena 
kurang berdaya menghadapi yang lebih kuat, oleh karena itu perlindungan dan 
pemihakan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang lemah sangat penting 
supaya masyarakat tidak tertindas. Peraturan perundang-undangan yang jelas dan 
tegas sangat diperlukan supaya bisa melindungi golongan yang lemah, melindungi  
sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat 
atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan menjadikan masyarakat 
semakin tergantung terhadap program dan pemberian, melainkan apa yang 
dihasilkan dilihat dari usaha sendiri, menjadi mandiri dan berdaya atas kemampuan 
sendiri. 
Kusnadi mengartikan pemberdayaan masyarakat nelayan sebagai usaha-
usaha sadar yang terencana, sistematik dan berkesinambungan yang bertujuan 
membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan 
mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mencapai kesejahteraan 
sosial yang berkelanjutan. Menurut Sen dan Nielsen, pemberdayaan masyarakat 
pesisir dapat dilakukan dengan empat strategi berikut (Wahyudi Isa n.d.); 
1. Strategi fasilitasi, strategi dimana masyarakat nelayan dijadikan sasaran program 
sadar dengan pilihan dan sumber dayanya. Stratrgi fasilitasi bisa juga disebut 
strategi kooperatif dimana masyarakat bersama-sama untuk mencari solusi atas 
permasalahan yang terjadi. 
2. Strategi edukatif, strategi ini khusus untuk masyarakat yang kurang mempunuyai 
wawasan dan keterampilan terhadap segemen yang hendak diberdayakan. 
3. Strategi persuasif, strategi ini bertujuan untuk membawa suatu perubahan 
melalui kebiasaan berprilaku, strategi ini juga digunakan jika sasaran 
pemberdayaan kurang sadar terhadap kebutuhan perubahan atau memiliki 




4. Strategi kekuasaan, strategi ini menggunakan public figure atau agen yang 
memiliki sumber untuk memberi bonus, sanksi dan memiliki kemampuan dalam 
memonopoli akses serta mempunyai program uggulan. 
2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat 
Pengertian kesejahteraan menurut Fahrudin ialah kondisi dimana seseorang 
mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, serta kebutuhan air 
bersih. Selain itu dapat dikatakan sejahtera apabila seseorang mampu melanjutkan 
Pendidikan serta memiliki mata pencaharian memadai dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya dan bebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan sehingga kehidupannya 
aman, tentram lahir dan batin. Prabawa menambahkan kesejahteraan merupakan 
dimana kebahagiaan, kemakmuran dan kualitas hidup dalam keadaan baik. 
Keadaan sejahtera ditunjukan dengan kemampuan sumber daya kelaurga dalam 
memenuhi kebutuhan barang dan jasa paling dasar (Rosni 2017). 
Pemerintah Indonesia menurut Suyoto memberi pengertian tentang 
kesejahteraan keluarga dengan membaginya menjadi dua kelompok. Pertaman, 
kelompok keluarga pra-sejahtera yaitu keluarga yang masih kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu sandang, pangan maupun papan. Kedua, 
kelompok keluarga sejahtera yang diidentikkan dengan keluarga yang memiliki 
anak dua atau tiga dan mampu menempuh pendidikan dengan layak, memiliki 
penghasilan yang tetap, menaruh perhatian terhadap kesehatan lingkungan, tidak 
rentan terhadap penyakit, memiliki tempat tinggal dan tidak perlu mendapatkan 
bantuan berupa sandang maupun pangan (Rosni 2017). Menurut Kolle (Rosni 2017) 
ukuran kesejahteraan dapat diukur menjadi beberapa aspek, diantaranya; 
1. Mempunyai materi seperti kualitas rumah dan bahan pangan. 
2. Kualitas hidup dari segi fisik seperti kesehatan dan lingkungan. 
3. Kualitas hidup dari segi mental seperti fasilitas pendidikan dan budaya. 
4. Kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika dan mampu menyesuaikan 
dengan keadaan. 
Kuper menjelaskan istilah kesejahteraan masyarakat mengacu pada social 
walfare atau kesejahteraan sosial, tetapi para ahli ketika membahas kesejahteraan 




konteks tersebut mengandung cakupan barang dan jasa tanpa menyinggung 
masalah sosial yang lebih luas (Mulyawan 2016). 
Nasikun menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan, pertama 
memiliki rasa aman, kedua memiliiki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup, ketiga memiliki kebabasan dan yang keempat memiliki jati diri. Rambe 
menambahkan kesejahteraan adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan 
sosial, atau spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 
lahir batin sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial untuk 
diri dan keluarga serta masyarakat (Rosni 2017).  
